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§§ MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ﬁ.l Menimbang bahwa ;ntuk memperluas daya tampung peserta didik
g: ; dan'meningkatkan mutu pendidikan; di pandang perlu
g; membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

%4 dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta,.
% menégerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah
E memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun
%~ pelajaran 13891/19892,.

o

; -Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.

E 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 128%90.

!% 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1880.

‘. 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia

E a. Nomor 44 Tahun 1974;

é b. Nomor 226/M Tahun 1886;

i c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah

i§ . terakhir dengan Keputusan Presiden Republik

%”l . Indonesia Nomor 6 Tahuh 1988;

g Nomor 64/M Tahun 1988.

% Nomor 15 Tahun 1884 sebagaimana telah diubah

% dengan Keputusan Presiden Republik ‘Inconesia

quor 42 Tahun 199%1.
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Memperhatikan:

Nehetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keampa

&

S. Keputusan Menter? Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0370/0/1878 tanggal 22 Desember 1878;
b. Nomor 0371/0/1878 tanggal 22 Desember 1978:
c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979:
d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September
1980; '
Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1583:
Nomor 0248>U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

[14]

1. Persetujuan Menteri Negara Pendavagunaan
Aﬁaratur Negara cengan surat Nomor 81450/1/*?32
tanggal 5 Mei 1982;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/
1992 tanggal 5 Mei 1992.

M OE M LU T U S K AN

Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
dan_Seko]ah Lajutan Tingkat atas (SLTA) serta
menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang %telah
memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan
SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan
ini.

Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan orgcanisasi
dan, tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan
da1§qﬂKe9uEH§ap Menteri Pendidikan dan Xebudayaan:
Nomor 02370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor .
0371/0/1978 tanggal 22 Desembef 1978; dan Nomor.
030/0/19879 tanggal 26 Mei 18789.

Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan
kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I,

11, III Keputusan ini.

Marmiigaskan kepada Kepala kKantor Wilayah Departemen
Ferdidihan dan Kebudayaan di Propinsi untuk

melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi



e

Xelima

Keenam

Ketujuh

SAL INAN Keput

3iaya untuk keperldan pelaksanaan Keputusan ini
bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata
anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada

kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Dengan berlakunya Keputusan ini jumiah sekolah

a. SMP Negeri ' - 7.830 buah;
b. SMA Negeri 2.141 buah;
c. SMIP Negeri : 1 buah;
d. SMIK Negeri 13 buah;
a. éMPS Negeri 14 buah;
f. SMEA Negeri el 336 buah;
e SHT‘Pertanﬁan Negari 31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi. di
Indonesia.

Keputusan ini mulai berlaku .pada tanggal 1

April 1982.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Xebucayaan

“tid

Fuad Hassan



SALINAN Keputuean ini di sampaikan kepadd :

L. Manteri Megara Dendayaainmaan Aparatur Hegaras
2. HMenteri Pendidiaan dan Kebudayaan g o

. Zekretaris. Jencol al Deparbemnan Pandidi kan dan Kebudayaan;

4. Inspekbur Jenderal Depar bomen NMendidilkan dan Kebudayaai;
5. Direktur Jdenderal dalam 1inglkungan Departemen Penclidikan dan
Kabudayaarn 3 ; .
6. Kepala Radan Penelibian <lan FPengembangan Pandidikan dan
Kebudayaan NDeparleman I-"enc_ii(_{ikzm dan Kaebudayaans;
. 7. Sekretaris Direlkktorat Jenderal, Inspelktorat. Jenderal, dan

Radan Penelikian dan Pengenbangan Pendidikan dan Kebudayaan
Depattemen Pendidikan dan Kebudayaan; &

8. Kepala Biro, Lirektur, Kepala Puzsal, dan Inspelktur dalam
1ingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; ‘

2. Kepala Xantor Wi luyel.h Deaparamen Pendidilkan dan Kebudayaan di
seluruh Indonesia;

10. Gubernur Kepala Daerah Tinalab I di eemluruh Indonesia;

11. Radan Administrasi Kepegawaian Hegaras

12. Badan Pemeriksa Keuangan

13, Direktoral Jender--al Angaaran Dapartemen Keuangang

14. Kantor Peibendaharaan dan Kas Megara «i seluruh Indones g Eas

1.5. Yang bersangkubkan unbulk dipet gunakan zeparlunya.

aalinan sesuai dengan aslinya .
Riro Fidkum dan Thabunaan Maswarakeat

Departanen Pendidlkan dan Eoeshnralayaan

agian Panyusunan Rapacandgan

Paruncang-undandat

j_\ % 3 /——n‘;alman Sesuai dengan aslinya
% AP’T;A ala fentor Wilayah Jepdikbud Prop.
& : awa Tengah

can Perencanaan

ARNMCNG, MBA.
188 }70-



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0216/0/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA

KEPALA SEKOLAH

URUSAN
TATA USAHA

oL

GURU-GURU

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ct
ct
a

Fuad Hassan.






